
KEBIJAKAN AKIINTANSI BELANJA

A. PENDAIIULUAN

Tujuan

1. Kebdakan akrrntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi

atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian

dan pengungkapannya dalam pen5rusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tapin.

Ruang Lingkup

2.Pernyataan kebifakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan

entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang

memperoleh anggaran berdasarkan APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah), tidak termasuk perusahaan

daerah dan badan layanan wnum.

B. DEFINISI

3. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam

Kebiliakan Akuntansi Belanja dengan pengertiannya :

Belania adalatr semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo

Anggaran L€bih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayararulya kembali oleh

pemerintah daerah.

Belania merupakan unsur/komponen penJrusunan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA).

Belania terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan

belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belania Orrerasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang

dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan

belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai

baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan

kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang
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dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatrrs

pNS (Pegawai Negeri sipil) sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

Belanja baranq dan iasa adalah pengeluaran anggar€u1 untuk

pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kuralg dari

12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan

kegiatan pemerintahan.

Belania Bunea merupakan pengeluaran anggaran unh:k

pembayaran bunga (interes| yang dilakukan atas kewajiban

penggunaan pokok utang Qtincipal outstandingl termasuk

beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman

dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya

ammitm.ent fee dan biaya denda.

Belania Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi

anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada

pemsahaan/lembaga tertenhr agar harga jual produksi/jasa

yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belania Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam

bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah,

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat,

dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat.

Belania Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Ernggaran

dalam benh:k uang atau barang yang diberikan kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang

sifatnya tidak secara tems menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya

resiko sosial.

Belania Modal adalah pengeluaran anggaran untrrk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain

belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,

peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
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beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut

siap digunakan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk

kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan

berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana

sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

pemerintah daerah.

Belania Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang

atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas

pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang

diwqiibkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KLILSIFIKASI

4. Belanja diklasilikasikan menurut klasilikasi ekonomi fenis
belanja), organisasi, dan fungsi.

5. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belartja yang

didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu

aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah

meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,

bunga, subsidi, hibah, banttran sosial, dan belanja tak

terduga.

6. Contoh klasif,rkasi belanja menumt ekonomi (jenis belanja)

adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- Bunga

- Subsidi

- Hibatr

- Banhran Sosial

b. Belanja Modal

- Belanja Aset Tetap

- Belanja Aset Lainnya

)oo(

)oo(

)oo(

)oo(

)oo(

)o(x

>oo(

)oo(
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c. Belanja Lain-lain lTak Terduga

d. Transfer )oo<

7. Klasilikasi menurut organisasi yaihr klasifrkasi berdasarkan

unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja

menurut organisasi di pemerintah daerah arfiara lain belartja

Sekretariat Dewan Pelsrakilan Rakyat Daerah (DPRD),

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten, dinas pemerintah

tingkat kabupaten, dan lembaga teknis daerah kabupaten.

8. Klasifrkasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan

pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

9. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai

berikut:

Belanja:

- Pelayanan Umum >oo(

- Ketertiban dan Keamanan )oo(

- Ekonomi )oor

- Lingkungan Hidup >oo(

- Pertrmahan dan Permukiman xror

- Kesehatan )oo(

- Pariwisata dan Budaya Eo(

- Pendidikan ,oo(

- Sosial )oo(

1O. Klasifrkasi belanja lebih rinci diuraikan lebih lanjut pada

Bagan Akun Standar.

D. PTNGAI(UAIT

11. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD (Rekening Kas Umum

Daerah).

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungiawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU (Surat

Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) atam SP2D Nihil.
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c. Dalam hal badan layanan umltm, belanja diakui dengan

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur

mengenai badan layanan umum.

12. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali

belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja

dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang

sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas

pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA

dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

E. PENGUKIIRAIT

13. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang

ditetapkan dalam dokumen anggaran.

14. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan a"as bruto

dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan

tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

tr.. PEIYYA"IIAIT

15. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

dan d[ielaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

16. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila

pengeluaran kas atas belanja dalam mata ua.ng asing, maka

pengeluaran tersebut dliabarkan dan dinyatakan dalam mata

uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal

transaksi.

17. Realisasi €u"rggaran belanja dilaporkan sesuai dengan

klasifrkasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

G. PENGUNGKAPAN

18. Hal hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan

belanja, antara lain :

a. rincian belanja per SKPD;
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b. penjelasan atas unsur - unsur belanja yang disajikan

dalam laporan keuangan lembar muka;

c. penjelasan sebab - sebab tidak terserapnya target realisasi

belanja daerah;

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

19. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun

berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran,

penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya angg€rran belanja

daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan

penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan

informasi lainnya yang dianggap perlu.
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KTBIJAKAIT AKTINTANSI TRAITSFER

A. PENDAIIULUAN

Trliuan

1. T\rjuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya

dalam rangka memenuhi tujuan akuntabifitas sebagaimana

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup defrnisi, pengakuan,

dan pengungkapcrnnya.

Ruang LingEup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam

disusun dan disajikan dengan

berbasis akruat.

4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas

akrntansi/pelaporan Pernerintah Kabupaten Tapin, yang

memperoleh anggarErn berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

B. DEFIIUSI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam

Kebijakan Akuntansi Transfer dengan pengertiannya :

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh

suatrr entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas

pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perirnbangan dari

pemerintah pusat dan dana bagr hasil dari Pemerintah

Provinsi.

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas

pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana

perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagt hasil

kepada pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa

penerirnaan uang atatr hak untuk menerima uang oleh entitas

akuntansi transfer yang

menggunakan akuntansi
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pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban bempa pengeluaran uang

atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas

pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang

diwaj ibkan oleh peraturzrn perundang-undangan.

C. KLASIFIKASI

6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas

penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan

sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan

entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

7. Rincian Klasifrkasi transfer menurut sumber dan entitas

penerima disajikan pada Bagan Akun Standar (BAS).

D. PEIYGAIfi'AIY

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

8. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan

Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk

dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum

Daerah.

9. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada

dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis

pendapatan transfer dilalnrkan pada saat:

c. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau

d. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya

ekonomi (realized).

10. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan

dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan

pada saat pen5rusunan laporan keuangan, pendapatan transfer

dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat

penetapan hak pendapatan daeratr berdasarkan dokumen

yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Transfer Keluar dan Beban Ttansfer

1l.Unturk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan

Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan

pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer

keluar.

12. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada

pen5rusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer

pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan

pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D.

Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat pen5rusunan

laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan

dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah

Kabupaten Tapin kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

E. PENGUKURAI|

Transfer Masuk dan Pendapatan Traasfer

13. Untuk kepenting€rn penyajian transfer masuk pada Laporan

Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat

berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas

Umum Daerah.

14. Untuk kepentingan pen5rusunan penyajian pendapatan

transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer

diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer

bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

15. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran,

transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang

diterbitkan atas beban anggararr transfer kehrar.

16. Untuk kepentingan penrusunan la.poran Operasional, beban

transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer

Pemerintah Kabupaten Tapin kepada pemerintah daerah

lainnya/desa berdasarkan dokumen yang satr sesuai

ketentuan yang berlaku.

17. Pengembalian transfer keluar atas transfer keluar tahun

angga-ran berjalan, maka dibukukan sebagai pengurang
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F.

transfer keluar pada tahun berjalan;

18. Pengembalian transfer keluar atas transfer keluar tahun

anggaran lalu, maka dibukukan sebagai penerimaan lain -
lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

PEI|II"AIAN

Tranefer Masuk dan Pendapatan Transfer

19. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari

Pemerintah h.rsat sebagai akibat Pemerintah Kabupaten

Tapin tidak memenuhi kewajiban finansial seperti

pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak

dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang

pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran

tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran

pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal

ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan

Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU

merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah

pusat kepada pemerintatr daerah tanpa disertai dengan

kompensasi pengurangan kewajiban pemerintatr daerah

kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU

tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengururngan hak

pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun

anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena

adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun

anggarEln sebelumnya, maka pemotongan dana transfer

diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah

pada tahun anggErran berjalan untuk jenis transfer yang

sama.

Kebijakan Akuntansi Pemeintah Kabupaten Tapin - Lampiran ll 130



G.

H.

PEIYYA.'IAIT

20. Pendapatan transfer dan belanja transfer disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran, [,aporan Arus Kas dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEITGUNGKAPAIT

21. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai

berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer

masuk pada l,aporan Realisasi Anggaran dan realisasi

pendapatan transfer pada l,aporan Operasional beserta

perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran

sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara

anggaran transfer masuk dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk

dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi

pendapatan transfer pada l.a.poran Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

22.Pengangkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penjelas€u1 rincian atas anggaran dan realisasi transfer

keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi

beban transfer pada la.poran Operasional beserta

perbandingannya dengan tahun anggara.n sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara

anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar

dalam l.a.poran Realisasi Anggaran dengan realisasi beban

transfer pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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KIBIJAKAN ATIUNTANSI PEMBIAYAAN

A. PENDAIIULUAN

TuJuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi

mengatrrr perlakuan akuntansi

memenuhi tujuan akuntabilitas

peraturan perundang-undangan.

pembiayaan adalah untuk
pembiayaan, dalam rangka

sebagaimana ditetapkan oleh

Ruang Lfnghp
2. Keb[iakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas

pelaporan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang memperoleh

anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

daerah.

B. DIFIITISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan ddam Kebijakan

Akuntansi Transfer dengan pengertiannya:

Perrabiayaan (finarrcingl adalah seluruh transaksi keuangan

pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yanag

perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali baik pada tahun anggar€u-I

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, ymg

dalam penganggErran pemerintah daerah terutama dimaksudkan

unttrk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan

pencatatan secara neto penerimaan setelah dilmrangi

pengeluaran pada suatu entitas akrrntansi/entitas pelaporan

atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untrrk
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menurmpung seluruh penerim€ran dan pengeluaran Pemerintah

Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekenins Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daeratr yang ditentukan oleh Bupati unhrk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Surplus/Defrsit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan

dan belanja selama satrr periode pelaporan.

C. KLASIFIKASI

4. Pembiayaan diklasifikasikan menunrt sumber pembiayaan dan

pusat pertanggungiawaban, terdiri atas :

(a) Penerimaan Pembiayaan Daerah

(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5. Penerimaan pembiavaan adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan

pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil

privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman

yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi

perrn€rnen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

6. Pengeluaran oemblavaan adalah semua pengeluaran-

pengeluaran Rekening Kas Umum Daeratr antara lain pemberian

pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah

daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode

tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

D. PENGAKTIAN

7. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada

Rekening Kas Umum Daerah.

8. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.
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E. PENGUKIIRAil

9. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai

nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan

dan dinyatakan dalam mata uang mpiah. Penjabaran mata uang

asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tangal
transaksi.

10. Akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

dilaksanakan berdasarkan azr.:s bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

F. AKI'IITANSI PETIBI,AYAAIT ITEI1O

11. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan

setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun

anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan selama satrr periode pelaporan dicatat

dalam pos Pembiayaan Neto.

12. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggarErn adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran

selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara

lsalisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode

pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

G. PERL/U(UAIT AKI'ITTAITSI ATAS PEMBIAYAAN DAITA BERGULIR

13. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang

diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah

daerah apabila kegratannya telatr berhasil dan selanjutnya akan

digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai

dana bergulir.

14. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang

mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD

dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
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15. Penerimaan dana bergglir dari kelompok masyarakat yang

menambah rekening kas umum daerah dalam APBD

dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

16. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut

dilakukan melalui rekening Kas Umum Daeratr, maka dana

tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagran yang jatuh tempo

dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan

yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan

sebagai investasi jang!<a panjang.

17. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran

kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas

akuntansilbadxr layanan umum daerah yang dilakukan secara

langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh

dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan

tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran

pembiayaan.

H. TRAITSAIGI DALITU ilATA UAITG ASING

18. Transaksi dalam mata, uang asing harus dibukukan dalam mata

uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing

tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal

transaksi.

I. PEIYYA"'IAIY

19. Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), [.apran ArLs Kas

(LAK) serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

J. PEITGUNGI(APAN

20. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan

pembiayaan antara lain:

(a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun

berkenaan.

(b) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/

pengeluaran pembiayaan berbeda.
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(c) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/

pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana

cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan,

penyertaan modal pemerintatr daerah.
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A.

I(EBIJAKAN AKUNTANSI PEIITYA"IIAN KIMBALI
(RES"ATEIfrDilTTI

DET'INISI

1. Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi Penyajian Kembali (restatemenfl dengan

pengertiaannya:

Penyaiiart Kembah (restatem.entl adalah perlakuan akuntansi

yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu

dilakukan penyajian kembati pada awal periode ketika

Pemerintah Daerah untuk pertama kati akan

mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang bam dari

semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

UUUU

2. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang

kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena

untuk penJrusunan Neraca ketika pertama kali disusun

dengan basis alrrual, Neraca akhir talrun periode sebelumnya

masih menggunakan basis Kas Menuju Akmal (cash toutard

accruall. Berdasarkan identilikasi ini maka perlu disajikan

kembati antara lain untuk akun sebagai berikut:

d. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi

penyisihan piutang;

e. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui selunrhnya

sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan

seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di

muka. Hal tersebut tidak ditakukan penyesuaian di tatrun

sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan

kembali;

f. Persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban

dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau

beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban

dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai

B.
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c.

beban, sementara ytrLg masih belum dikonsumsi diakui

sebagai aset persediaan.

Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali

bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya

tidak sarna dengan metode penilaian persediaan setelah

basis akrual penuh;

g. Investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode

pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang

digunakan setelah menggunakan basis akrual- Misalnya

ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya

sudatr memenuhi kriteria pencatatan dengan metode

ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka

perlu disajikan kembali;

h. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi

akumulasi penyusutan;

i. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai

buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

j. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan

akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek

yang sudah jatuh tempo;

k. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disqiikan kembali

karena pada periode sebelumnya belum disajikan;

l. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang

digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

TAHAPAIT PEIYYA"IIAIT KEUBALI

3. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Tapin untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah

sebagai berikut :

e. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan

akun-almn terkait seperti misalnya untuk dasar

menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan

cadangan penyisihan piutang; beban pen5rusutan dan

akumulasi pen5rusutan; beban amortisasi dan akumulasi

amortisasi;
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D.

f. Menyajikan kembali akun-akun Neraca yang belum sama

perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan

kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan

Perattrran Bupati tentang kebijakan akuntansi berbasis

alomal.

g. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas

kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban

diukur dengan menggtrnakan mata uang rupiah.

h. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal

transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga

perolehannya.

JI'RITAL STAXDAR

4. Ilustrasi Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali

Neraca adalah sebagai berikut:

IIRAIAN AKI'N DEBE[ IIREI'IT

Penyajian
kembali nilai
wajar piutang

EKI.IITAS
PEI.TNSIHAN PIUTANG

(untuk mencatat koreksi
penyajian kembali menambah
akun akumulasi penyisihan
piutang tak tertagih sebesar
jumlah cadangan piutang yang
seharusnya dicadangkan s/d
tahun teraktrir sebelum
pelaksanaan basis akrual)

xxK
m(

Penyajian
kembali nilai
beban dibayar
dimuka

BEBAN DIBAYAR DTMUKA
EKUITAS

(untuk mencatat koreksi
penya-jian kembali menambah
nilai beban dibayar dimuka)

rc(
gx

Penyajian
kembali nilai
pnrsediaan

PERSEDIAAN
EKUITAS

(unhrk mencatat koreksi
penyajian kembali menambah
nilai persediaan, bila berku-
rang maka jurnal akan
sebalilorval

:ocK
)o(x

Penyajian
kembali nilai
investasi jangka
pendek

II\VESTASI JANGKA PENDEK
EKUITAS

(untuk mencatat koreksi
penya-jian kembali menambah
nilai investasi ianeka pendek)

)oo(
)o(x

Penyajian
kembali nilai
investasi jangka
paniane

INVESTASI JANGKA PANJANG
EKUITAS

(untuk mencatat koreksi
penya-iian kembali menambah

)co(
)oc(
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T'RAIAN AIfl'N DEBEf, I{REDIT

nilai investasi jangka Panjang,
dan sebaliknya bila nilai
investasi jangka Panjang
berkurang akibat investee
mensalami keruela!)

Penyajian
kembali nilai
buku aset tetaP

EKI.ITTAS
AKUMUI-ASI PEI{YIJSUTAN

(untuk mencatat koreksi
penya-jian kembali menambah
nilai Akumulasi penYqsqlqnL-

EO(
EO(

Penyajian
kembali nitrai
buku aktiva tidak
berwujud

EKUITAS
AKUMULASI AMORTISASI

(untuk mencatat koreksi
penya-jian kembali menambah
nilai akumulasi penyusutan)

x
m

Penyajian
kembali nilai
utang jangka
pendek

EKUITAS
UTANG JANGKA PENDEK

(untuk mencatat koreksi
penya-jian kembali menambah
nilai utang jangka Pendek)

)ao(
)GX

Penyajian
kembali nilai
utang jangla
panjang

EKUITAS
UTANG PANJANG

(untuk mencatat koreksi
penya-jian kembali menambah
nilai utang jangka Panjang)

)ffi
)m(

Penyajian
kembali nilai
pendapatan
diterima dimuka

EKUITAS
PENDAPATAN DITERIMA
DIMUKA

(untuk mencatat koreksi
penya-jian kembali menambah
nilai pendapatan diterima
dimuka)

:oo(
)oo(

Penyajian
kembali nilai
Ekuitas

EKUITAS DANA
EKUITAS

(untuk mencatat koreksi
penya-jian kembali
reklasifi kasi ekuitas)-

)oG
)oc(
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KTBIJAI(AN AICT,NTANSI

KOREKSI KESALIIIIAN, PERUBAIIAN KTBIJAKAIS
AIflIIT,TANSI, PERUBAIIAN ESTIMASI AIfiINTANSI,

OPTRASI YANG TIDAI( DILITNJUTKAN DAil PERISTTWA
LUAR BIASA

A. PEITDAHULUAN

Tujuan
l.Tlrjuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas

koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan

estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruaag Lingkup

2. Dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan suatrr entitas

menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan penganth

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi

akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

3. Pernyataan kebiiakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam

men5rusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan

semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum

Daerah, yang berada di bawah pemerintah daerah.

B. DEFIIUSI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak

Dilanjutkan dengan pengertiannya:

Kebiiakan akuntansi adalah prinsrp-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pralrtik spesifik

yang dipilih oleh suatrr entitas pelaporan dalam pen5rusunan dan

penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak

sesuai dengan yang sehamsnya yang mempenga.ruhi laporan

keuangan periode berjalan atam periode sebelumnya.
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Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang

tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan

yang seharusnya.

Operasi vane tidak dilaniutkan adalah penghentian suatu misi

atau tupoksi tertentrr akibat pelepasan atau penghentian suatu

fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan

operasi dapat dihentikan tanpa mengg€urggU fungsi, program atau

kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan

kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat

informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,

atau perkembangan lain.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar

muka laporan keuangan.

C. KOREKSI KESALIIHAIT

5. Kesatahan dalam pen5rusunan laporan keuangan pada satu atau

beberapa periode sebelrrmnya mungkin baru ditemukan pada

periode berjalan. Kesalahan mung!<in timbul dari adanya

keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh

pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan

dalam penerapan keb[jakan akuntansi, kesalahan interpretasi

fakta, kecurangan atau kelalaian.

6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengamh

signifikan bag sattr atau lebih lalroran keuangan periode

sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak

dapat diandalkan lagi.

T.Dalalrrr mengoreksi. suatu kesalahan akr"rntansi, jumlah koreksi

yang berhubungan dengan periode sebelrrmnya harus dilaporkan

dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran L€bih maupun saldo

ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode

berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan.

8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan daJam 2

(dua) jenis:
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a. Kesalahan Yarrg tidak berulang;

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

9. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan

tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalarn 2 (dua)

jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

berjalan;

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

sebelumnya.

10. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang

disebabkan oleh sifat afamiah (normal) dari jenis-jenis

transaksi tertentu yalag diperkirakan akan terjadi berulang.

contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang

memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau

tambahan pembayaran dari wajib pajak.

1 1. Setiap kesalahan harus koreksi segera setelah diketahui.

L2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang tedadi pada

periode berjalan, baik yang mempenganrhi posisi kas maupun

yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun

pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun

pendapatan-LO atau akun beban.

13. Koreksi kesalahan yang tidak bemlang yang tedadi pada

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas,

apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan,

baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun

akun pendapatan-LO atau akun beban.

L4. Koreksi kesalahan atas pengeluaral belanja (sehingga

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
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pada akun pendapatan lain-lain-LRA' Dalam hal

mengakibatkanpengurangankasdilakukarrdengan
pembetulan pada akun Satdo Anggaran Lebih'

15. Contoh koreksi kesalahan belanja :

a. yang menambah saldo kas dan yang rnengurangi saldo kas.

contotr koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo

kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah

penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas

dan PendaPatan lain-lain.

b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang

menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up

dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja

tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan

menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan

lain-lain-LRA.

c. yarg mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi

belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan,

t dikoreksi dengan mengurangi akun saldo Anggaran

Irbih dan mengurangl saldo kas.

d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang

menghasilkan aset, yaitu belanja modd tahun lalu yang

belum d.icatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo

Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas'

16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset

bersangkutan.

17. Contoh koreksi kesalahan unhrk perolehan aset selain kas:

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas

yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah

dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut hartrs

dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas

dan mengurangl akun terkait dalam pos aset tetap'
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18.

b. yang mengurzrngi saldo kas terkait perolehan aset selain kas

yaitu pengad.aan aset tetap tahun lalu belum

dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait

dalam pos aset tetap dan mengurangl saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak bemlang, sehingga

mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam

hat mengakibatkan penambahan beban dilaktrkan dengan

pembetulan Pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban

pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah

gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan

menambah pendapatan lain-lain-LO.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi

beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan,

dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-Lo dan

mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang

tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

dan menambah mampun mengurangi posisi kas, apabila

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo

Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian

laba perusatraan daerah yang belum masuk ke kas

daerah dikoreksi dengan menambah almn kas dan

menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian

pendapatan dala alokasi umum karena kelebihan transfer

oleh Pemerintah h.rsat, dikoreksi dengan mengurangi akun

t9.

20.

2t.
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22.

23.

24.

25.

Saldo Anggaran Lebih dan mengurang saldo kas'

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak

bertrlang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan period,e tersebut sudah diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas'

Contoh koreksi kesdahan pendapatan-LO:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba

perusatraan daerah yang belum masuk ke kas daeratr

dikoreksi d.engan menambah akun kas dan menambah

akun ekuitas.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian

pendapatan dana alokasi umum karena ketebihan transfer

oleh Pemerintah Pusat dikoreksi dengan mengurzrngi akun

Ekuitas dan mengurangl saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan yang tidak berul,ang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan menamba-h maupun mengurangi

posisi kas, apabila laporan keuangal periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan

akun Saldo Anggaran Lebih.

contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaihr Pemerintah Daerah

menerima setoran kekuralgan pernbayaran cicilan pokok

pinjaman tahun lalu dari Lembaga Usaha Ekonomi

Pedesaan (LUEP), dikoreksi oleh pemerintah daerah

dengan menambah sddo kas dan menambah akun

Saldo Anggaran Irbih.
b. yang mengurangi saldo kas terkait Penerimaan

pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembdikan

kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari

Lembaga usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dikoreksi

dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan

mengurangi saldo kas.
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26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran

suatu angsuran utang jangka panjang sehingga

terdapat pengembalian pengeluaran angsuran,

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambatr

akun Saldo Anggaran I€bih.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran

suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat,

dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi

akun Saldo Anggaran L€bih.

27. Koreksi kesalatran yang tidak berrrlang atas pencatatan

kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelrrmnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban

bersangkutan.

28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas

karena dikembalikannya kelebihan pembayaran

angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan

menambah saldo kas dan menambah akun kew4iiban

terkait.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran

suatu angsuran kewajiban yang seha:rrsnya dibayarkan

tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban

terkait dan mengurangi saldo kas.

29. I,aporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah

ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

3O. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,

\4, 16 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap

pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam

periode dilakukannya koreksi kesalahan.

31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf

13, 18, dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh

terhadap beban entitas yang bersangkr-rtan dalam periode
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dilakukannya koreksi kesalahan.

32. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi

kas, baik sebelum mau.pun setelah laporan keuangan periode

tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos

neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

33. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan

dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan,

irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada

Neraca dengan mengura.ngi akun jalal, irigasi, dan jaringan

dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada l,aporan

Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi-

34. Kesalatran berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada

paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat

pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembafikan

kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA

maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

35. Koreksi kesalahan yarrg berhubungan dengan periode-periode

yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam l.a.poran Arus

Kas tahun berjatan pada aktivitas yang bersangkutan.

36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas LaporErn

Keuangan.

D. PERUBAHAil KEBIJAIIAIT AIruTTAITSI

37. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari

suatrr entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk

mengetahui kecenderungan arah (trendl posisi keuangan,

kineda, dan arus kas. Oleh karena itu, kebiiakan akuntansi

yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap

periode.

38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakualt, atant pengukuran

akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis

akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi,

merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya
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apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda

diwajibkan oleh peraturan perundangan atam standar

akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila

diperkirakan bahwa pel.Lbal.an tersebut akan menghasilkan

inforrnasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau

arus kas yang lebih relevan dan lebih andat dalam penyajian

laporan keuangan entitas-

40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup har-hal

sebagai berikut:

a, adopsi suatu kebijakal akuntansi pada peristiwa atau

kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau

kejadian sebelumnYa; da:r

b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian

atan-r transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak

material.

41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset

merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi- Namun

dernikian, perubahan tersebrrt harus sesuai dengan standar

akuntansi terkait yang telah menerapkarn persyaratan-

persyaratan sehubungan dengan revaluasi'

42. Pentbahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan

Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas

La.poran Keuangan.

E. PTRI'BAIIAtr ESTIMASI AI(INTANSI

43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka

estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola

penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan

entitas yang berubah.

44. Pengaruh atau dampak perubahan estirnasi akuntansi

disajikan pada Laporan operasional pada periode pembahan

dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai

contoh, p erubahan estimasi masa manfaat aset tetap

berpengaruh pada Lo tahun pembahan dan tahun-tahun

selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
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45. Pengaruh pembahan terhadap Lo periode berjalan dan

yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas Laporan

Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan

alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubatran itu.

F. OPERASI VING TIDAK DII,AITJIITKAIT

46. Apabila suatu misi atau tugas pokok dan fungsi suatrr entitas

pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka

suatu operasi, kegiatal, program, proyek, atau kantor

terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

47. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan,

misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek

yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara

penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai

tanggal penghentian apabila dirnungkinkan, dampak sosial

atau dampak pelayanan, pengeluaral aset atau kewajiban

terkait pada penghentian apabila ada, harls diungkapkan

pada Catatan atas l.a.poran Keualgan.

48. Agar [aporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu

segmen yang dihentikan ittr harus dilaporkan dalam

Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun

berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak

pada Laporan Keuangan.

49. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada

suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan

seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjdan sampai akhir

tahun Laporan Keuangan. Pada umunurya entitas membuat

rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian

bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang,

penjualan, hibah dan lain-lain.

50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a. Penghentian suatu prograrn, kegiatan, proyek,

segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat

diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang

dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
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